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Abstract
The aim of this research is to analyze the implementation of the Child Friendly Regency Policy
(KLA) in Karawang Regency. For analysis purposes, George C. Edward IlI's (1980) theory is
used (which includes four aspects, namely aspects of communication, resources, disposition and
bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive approach. This research
selects informants purposively because they are people who are directly involved in the
implementation of KLA in Karawang Regency or have information about it. The informants for
this research came from personnel from the Social Service, Child Welfare Institutions (LKSA),
and beneficiaries. The data collection methods used were in-depth interviews, observation and
study documentation. The research results show that the four aspects that are of concern in the
research, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure - have not
been implemented optimally. This affects the achievement of the KLA implementation goal,
namely that Karawang Regency is free of children's social problems. Conclusions from This
research shows that the implementation of the Child Friendly Regency policy in Karawang
Regency has not been implemented optimally. Based on this research, it is recommended that
socialization, training/coaching of officers, mapping of the bureaucratic structure by the
Regional Government of Karawang Regency is necessary in order to optimize the implementation
of the KLA.
Keywords:
Social work, policy implementation, child-friendly districts, child welfare.

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi Kebijakan Kabupaten Layak
Anak (KLA) di Kabupaten Karawang. Untuk keperluan analisis, digunakan teori George C.
Edward 111 (1980) (yang mencakup empat aspek, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini
memilih informan secara purposive karena mereka adalah orang-orang yang langsung terlibat
dalam implementasi KLA di Kabupaten Karawang atau memiliki informasi tentang hal itu.
Informan penelitian ini berasal dari personel Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(LKSA), dan penerima manfaat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu
wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa
pada keempat aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi - belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini memengaruhi
capaian tujuan implementasi KLA, yaitu Kabupaten Karawang bebas masalah sosial anak.
Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di
Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan penelitian ini
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direkomendasikan, bahwa perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan/ pembinaan petugas, pemetaan
struktur birokrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka optimalisasi
implementasi KLA.
Kata Kunci:
Pekerjaan sosial, implementasi kebijakan, kabupaten layak anak, kesejahteraan anak.
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PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki
komitmen dalam memberikan perlindungan
atas hak-hak anak. Bukti dari komitmen
tersebut adalah tercermin di dalam UUD 1945
Pasal 34 “Fakir miskin dan anak telantar
dipelihara oleh negara”; dilakukan rativikasi
terhadap “Konvensi Hak Anak”,
diundangkannya Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan
dibentuknya Komisi Nasional Anak, baik di
tingkat pusat maupun di daerah.

Meskipun pemerintah telah memiliki
komitmen yang besar untuk memberikan
perlindungan anak, tetapi permasalahan sosial
anak di masyarakat masih cukup besar.
Berdasarkan data di Kementerian Koordinasi
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, anak
yang mengalami ketelantaran berjumlah 67.368
orang (Kemenkopmk, 2020); korban kekerasan
berjumlah 21.241 orang (Data Ind., 2023);
pekerja anak berjumlah 1.010.000 orang (Data
Ind., 2023).

Pada anak-anak tersebut, hak-hak mereka
tidak dapat dipenuhi. Dampak yang yang dapat
terjadi jika hak-hak anak tidak terpenuhi adalah
perkembangan anak cenderung tidak baik,
pertumbuhannya secara fisik juga tidak
optimal, bisa juga mengalami dampak lain dari
kekerasan yang dia alami ketika orangtuanya
berkonflik (Erlinda, 2016).

Kerugian yang ditimbulkan  oleh
kegagalan  anak-anak  bagi = masyarakat
sangatlah besar. Temuan penelitian sosial
menunjukkan bahwa pengalaman awal anak-
anak secara signifikan  mempengaruhi
perkembangan mereka di masa depan. Jalannya
perkembangan mereka menentukan kontribusi,
atau biaya, terhadap masyarakat sepanjang
hidup mereka (UNICEF, 2023).

Uraian di atas menegaskan, bahwa anak-
anak sangat penting bagi keluarga, masyarakat,
dan negara. Anak-anak memiliki peran
strategis, sifat, dan kualitas yang luar biasa
sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang
akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa.

Anak-anak Indonesia adalah aset utama
bangsa karena mereka akan menentukan masa
depan. Pilihan kebijakan dan investasi anak
yang dibuat hari ini akan sangat memengaruhi
masa depan Indonesia. Dengan membuat
keputusan yang tepat, Indonesia akan terus
bergerak menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan dengan tingkat kesejahteraan
yang merata (Unicef, 2020).

Sebagaimana dinyatakan dalam
Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989, anak-
anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk
menjalani  kehidupan  sebagai  anggota
masyarakat dan harus dibesarkan dengan nilai-
nilai  perdamaian, toleransi,  martabat,
kebebasan, kebersamaan, dan solidaritas.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 menyatakan bahwa "anak harus
dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak
manusiawi yang mengakibatkan kematian atau
penderitaan anak."

Berkenaan dengan hak asasi anak,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(2021), menjelaskan bahwa hak-hak dasar
anak, meliputi:

a. Hak Hidup. Sejak di dalam kandungan
seorang janin telah memiliki hak untuk
hidup dan dilahirkan kedunia serta hak
untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan
perawatan dengan baik sampai ia dianggap
telah dewasa.

b. Hak Tumbuh Kembang. Hak ini mencakup
hak untuk memperoleh standar kehidupan
yang layak seperti mendapatkan sandang,
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pangan, dan papan dari orang tuanya, hak
untuk  memperolen  pendidikan  dan
pembimbingan mental, moral, spiritual, dan
sosial.

c. Hak  Perlindungan.  Anak  berhak
mendapatkan perlindungan dari kedua
orang tuanya dari tindakan diskriminasi,
eksploitasi  anak, perlindungan  dari
kekerasan fisik maupun mental, dan
perlindungan dari penelantaran pada anak.

d. Hak Partisipasi. Anak memiliki hak untuk
berpatisipasi untuk setiap hal yang
berpengaruh pada kehidupannya, anak
berhak untuk menyatakan pendapatnya
bersama dengan orang tuanya.

Sebagai bagian dari kehidupan global,
Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari
hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh
dunia. Memanfaatkan KHA untuk mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan dan bekerja
sama dengan lembaga global khusus anak
seperti  Unicef menunjukkan  komitmen
Indonesia untuk melindungi dan memajukan
kesejahteraan anak di seluruh dunia.

Indonesia menghasilkan sumber daya
manusia pembangunan berkelanjutan melalui
undang-undang, peraturan, dan program untuk
melindungi  hak-hak anak. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dan Peraturan
Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
11  Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
dibentuk oleh pemerintah. Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan
amandemen dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak (KHA), yang
ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
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pada tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA),
membentuk fondasi hukum untuk sistem
perlindungan anak di seluruh dunia. Namun
kenyatannya bahwa KHA, UUPA dan instansi
terkait yang ada belum optimal dalam
memberikan perlindungan atas hak-ahak anak,
sehingga kekerasan dan eksploitasi anak terus
terjadi (Kartika, 2018; Melati, 2015; Kemen-
PPA, 2023; Adamcheck et al., 2020; Chaney,
2021; Benson et al., 2022).

Meskipun ada undang-undang dan
peraturan, masih banyak kasus pelanggaran
hak-hak anak, terutama kekerasan terhadap
anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak melaporkan 52.958
kasus kekerasan terhadap anak dari 2019
hingga 2022, dan jumlah ini terus meningkat.
Data berikut menunjukkan kasus kekerasan
terhadap anak:

Diagram 1: Kasus Kekerasan Terhadap Anak
secara Nasional dari Tahun 2019-2022

16,106
14,170
11057 11,278 I I
2019 2020 2021 2022

Sumber: Kemen P3A, 2023

Selain itu, ada masalah anak yang
menunjukkan kurangnya perlindungan anak di
Indonesia. Ini termasuk eksploitasi ekonomi
dan seksual (Kemen-PPPA, 2020; Eddyono &
Singereta, 2016), ketelantaran (Unicef, 2020),
penyandang disabilitas (Kemen-PPPA, 2021),
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anak berhadapan dengan hukum (KPAI dalam
Siddigi, 2020), paparan HIV/AIDS (Kemen-
PPPA dalam Ginting, 2019), dan disorientasi
seksual (KPAI dalam Fadillah, 2016).
Anak-anak di Kabupaten Karawang
mungkin juga mengalami masalah anak yang
terjadi di daerah lain. Mengingat fakta bahwa
Karawang adalah kota industri yang besar,
tempat banyak orang bermigrasi, dan kota
penyangga ibu kota negara yang disebut
sebagai "Kota Global". Situasi ini akan
menimbulkan masalah baru di Kabupaten
Karawang (Merdeka.com, 2023). Berikut ini
adalah data yang diolah dari berbagai sumber
untuk memberikan gambaran umum tentang
masalah anak di Kabupaten Karawang.

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Anak di 10 Kabupaten
di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021 — 2022

No. Kabupaten Jumlah Kasus
1. |Kota Bandung 423
2. |Kab Bekasi 176
3. |Kab Bandung 169
4. |Kota Depok 150
5. |Kab Sukabumi 139
6. |Kab Tasikmalaya 130
7. |Kota Bogor 120
8. [Kab Karawang 116
9. |Kab Cirebon 94
10. |Kota Bekasi 73

Sumber: Detikjabar, (2023); Romdhon, (2023);
Suhardi, (2022); Imam, (2022).

Pada tiga puluh tahun terakhir, masalah
anak terus menjadi masalah utama di seluruh
dunia. Menurut laporan kebijakan Unicef
(2020), Hak-hak anak dan  Tujuan
Pembangunan Sosial (SDGs) saling terkait dan
menguatkan. Menurut KHA, pemerintah harus
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
setiap anak yang tinggal di yurisdiksi mereka.
Namun, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) adalah ajakan untuk tindakan jangka

panjang yang bertujuan untuk mengakhiri
kemiskinan, melindungi Bumi, dan
memastikan bahwa setiap orang hidup dalam
keamanan  dan  kemakmuran.  Secara
bersamaan, kedua kerangka tersebut memiliki
potensi yang kuat untuk dipromosikan dan
diterapkan, dan pentingnya melaksanakan hak-
hak anak dan mencapai SDGs semakin
meningkat.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
yang  diluncurkan  oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen-PPPA) sejak 2011, merupakan
kebijakan pemerintah untuk melindungi anak
Indonesia untuk mencapai hidup sejahtera.
Kegiatan yang dilaksanakan di dalam
kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di
Kabupaten Karawang, yaitu: sosialisasi tentang
bahayanya stunting, pola pengasuhan orang
tua, dan pencegahan terjadinya tindakan
kekerasan terhadap anak. Adapun sebagai
sasaran kegiatan tersebut adalah anak, orang
tua, dan masyarakat.

Implementasi kebijakan KLA
dilaksanakan dengan mekanisme atau empat
tahapan tahapan, yaitu tahap persiapan,
perencanaan, implementasi dan monitoring
evaluasi. Pada tahap persiapan dilaksanakan
sosialisasi, dibentuk Gugus Tugas KLA, dan
mengumpulkan data; pada tahap perencanaan
dilaksanakan menyusun Rencana Aksi Daerah
(RAD) KLA; pada tahap implementasi
dilaksanakannya Rencana Aksi Daerah KLA;
dan pada tahap monitoring dan evaluasi,
dilaksanakan pemantauan dan evalluasi
implementasi kebijakan KLA.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,
sebagai bukti komitmen Kabupaten Karawang
untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
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Perda ini mengatur pembentukan Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak, Komisi Perlindungan
Anak Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan
Forum Anak Daerah. Perda ini menentukan
kinerja ~ Kabupaten Karawang  secara
keseluruhan.

Penelitian terdahuku yang mengusung
topik Kabupaten Layak Anak antara lain
dilakukan oleh Wulandari et al. (2021)
menyelidiki penerapan Kota/Kabupaten Layak
Anak di Banda Aceh; Sulistiowati (2018) di
Kabupaten Pringsewu; Dianto (2015) di
Sleman; Ni’mah (2017) di Kabupaten
Probolinggo; Rinawati dan Fitri (2023) di
Pasaman Barat; Fadlurrahman et al (2019) di
Kabupaten Magelang; dan Irawati dan
Nawangsari (2019) di Surabaya. Dari
penelitian terdahulu tersebut, belum banyak
yang menggunakan teori Erward Ill sebagai
landasan teori. Kemudian, untuk lokasi,
penelitian  terdahulu  belum ada yang
dilaksanakan di Kabupaten Karawang.

Sehubungan dengan itu, penelitian
menggunakan teori Edward Il sebagai
landasan teori dengan bahwa menurut peneliti
teori ini relevan dengan topik penelitian
implementasi kebijakan, dan belum banyak
digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai
landasan teori. Sedangkan lokasi penelitian
ditentukan Kabupaten Karawang, karena belum
pernah menjadi lokasi penelitian tentang KLA.

Teori ini berfokus pada empat aspek.
Pertama, aspek komunikasi berfokus pada
tujuan dan sasaran kebijakan yang harus
dikomunikasikan kepada kelompok sasaran
sebenarnya untuk  mengurangi  distorsi
implementasi (Yuanita et al, 2022; Hasibuan et
al, 2016); kedua, pada aspek sumber daya
adalah sumber daya manusia, finansial dan
sarana prasarana yang memadai akan
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mendukung efektifivitas pencapaian tujuan
kebijakan yang diimplementasikan (Yuanita et
al, 2022; Takaluhude, et al, 2022; Hasibuan et
al, 2016); ketiga, pada aspek disposisi adalah
sikap, perilaku, motivasi, etika, integritas
pelaksana akan menentukan pencapaian tujuan
kebijakan (Hasibuan et al, 2016); dan keempat,
pada aspek struktur birokrasi adalah standar
operasi, mekanisme, sistem dan prosedur,
pembagian tugas pokok, fungsi dan
kewenangan, dan tanggung jawab menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan (Yuanita
et al, 2022; Hasibuan et al, 2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif karena ini adalah jenis
penelitian yang menghasilkan temuan yang
tidak dapat dicapai dengan metode kuantitatif
atau statistik. Kehidupan masyarakat, sejarah,
tingkah laku, fungsionalisme organisasi,
pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan
dapat ditunjukkan melalui penelitian kualitatif
(Sidig et al, 2019).

Penelitian melibatkan informan
perwakilan dari Bidang Rehabilitasi Sosial di
Dinas Sosial; Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DP3A); Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak; dan Pengurus
Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak;
Penelitian ini mengumpulkan data dari 14
orang.

Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara mendalam, dan
studi  dokumentasi. Untuk  wawancara
mendalam disusun pedoman wawancara
sebagai acuan peneliti, sehingga proses
menggali data secara terstruktur dan efektif.
Informan  dalam  wawacana mendalam
petugas/pejabat pada Dinas Sosial, Dinas P3A,
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dan pengurus LKSA. Wawancara
dilaksanakaan di tempat kerja informan dan di
LKSA. Proses wawancara dilakukan dengan
menggunakan alat perekam. Kemudian studi
dokumentasi dilakukan dengan mempelajari
data dan laporan yang ada di Dinas Sosial, data
BPS, di DP3A, di LKSA, serta data dari
sumber lain yang relevan.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian
dilakukan pengolahan dan analisa, dengan
tahapan, yaitu: reduksi dan Klasifikasi data,
serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini
dilaksanakan dari Februari sampai dengan
Agustus 2013.

HASIL PENELITIAN
1. Aspek Komunikasi/Sosialisasi

Sosialisasi KLA telah dilakukan di
Kabupaten Karawang. Menurut petugas dari
Dinas Sosial, sosialisasi dilaksanakan dalam
bentuk rapat koordinasi. Pada kegiatan
tersebut, ada petugas Dinas Sosial yang
ditugaskan untuk menghadiri sosialisasi di
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak.

Selain di lingkungan birokrasi pemerintah
(OPD), informasi mengenai KLA tentunya
perlu diketahui juga oleh lembaga pemberi
pelayanan anak di Kabupaten Karawang,
seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(LKSA). Berkaitan dengan ini, dikemukakan
DH dari Dinas Sosial Kabupaten Karang
berikut:

“Sering kita kasih arahan ke LKSA setiap
kita ada pembinaan. Setiap tahun kita
ada verifikasi LKSA. Di dalam kegiatan
itu kita sisipkan tentang cara pembinaan
anak seperti apa.”

Arahan dari Dinas Sosial tersebut
diharapkan LKSA di Kabupaten Karawang

memiliki pengetahuan dan pemahaman dengan
baik tentang kebijakan KLA, dan selanjutnya
dapat berperan aktif dalam mewujudkan
Kabupaten Karawang Layak Anak. Tetapi,
hasil penelitian ini menemukan data, bahwa
belum semua LKSA memperoleh sosialisasi
tentang KLA. Sebagaimana dikemukakan oleh
WH dari LKSA DH berikut:

“Untuk sosialisasi mengenai KLA saya
belum pernah dengar, tapi kalau
sosialisasi  pengasuhan anak dan
pelatihan itu pernah.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan
oleh IP selaku pengurus dari LKSA'Y berikut:

“Belum pernah ada undangan untuk
sosialisasi tentang KLA... kami tidak
memiliki pengetahuan tentang KLA itu
dan apa maksudnya...”

Pernyataan yang sama juga disampaikan
oleh D selaku pengurus dari LKSA RH berikut:

“Belum pernah ada sosialisasi tentang
itu (Kabupaten Layak Anak).. padahal
kami ini terdaftar di Dinas Sosial...”

Sebagai lembaga pemberi layanan sosial
bagi anak yang bermasalah sosial, pengurus
LKSA merasa memerlukan informasi atau
sosialisasi tentang kebijakan pemerintah pusat
maupun daerah terkait dengan perlindungan
anak. Sebagaimana dikemukakan oleh IP dari
LKSA'Y berikut:

“Ya jelas, namanya lembaga ya kita
perlu  bimbingan, pelatihan, dan
pengarahan dalam pengasuhan anak
yang sesuai dengan negara. Jadi semoga
kedepannya bisa diadakan sosialisasi
atau kegiatan lainnya oleh Dinas Sosial
untuk kami.”
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Berdasarkan informasi dari informan di
atas, tampak ada gap antara pernyataan OPD
(Dinas Sosial dan DP3A) dengan pernyataan
pengurus LKSA. Di mana dari pihak OPD
menyatakan sudah melaksanakan sosialisasi
KLA kepada pemangku kepentingan di
Kabupaten Karawang. Sedangkan dari pihak
LKSA, menyatakan belum pernah ada
sosialisasi tentang KLA.

2. Aspek Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) disiapkan
agar kompetensi untuk mencapai target KLA
secara optimal. Menurut DP3A tidak semua
OPD hadir karena yang diutamakan hadir
hanya operator atau tenaga teknis dari setiap
OPD Gugus Tugas KLA.

Selaras dengan informasi dari DP3A
tersebut, informan dari Dinas Sosial Kabupaten
Karawang mengemuakkan sebagai berikut:

“Iva .. kepada SDM dilakukan
pemantapan...baik oleh Dinas P34
dalam bentuk pertemuan koordinasi,
rapat-rapat... maupun di lingkungan
Dinas Sosial sendiri...kita lakukan
diskusi, tukar pikiran dan sharing
pengalaman tentang perlindungan anak,
regulasi tentang KLA dan lain-/ain. ”

Dikemukakan oleh informan dari DP3A,
bahwa pada praktiknya, SDM yang ada belum
cukup mendukung implementasi KLA, baik
sisi  kuanitas maupjn kualitasnya. Selaras
dengan itu, dikemukakan oleh DH dari Dinas
Sosial berikut:

“Di Dinas Sosial ini kami rasakan masih
kekurangan SDM, baik jumlahnya
maupun kompetensinya...dengan kondisi
ini akhirnya ya siapa saja, dari ilmu apa
saja ya ditugasnya untuk terlibat pada
tugas-tugas perlindungan anak termasuk
implementasi.”
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Jumlah anggaran yang tersedia pada
masing-masing OPD tergantung pada luas
lingkup dan jenis kegiatan. Sebagaimana
dikemukakan DH dari Dinas Sosial berikut:

“Untuk program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial sendiri,
khususnya anggaran untuk
pembinaan/pelaksanaan kegiatan dan
sosialisasi KLA masih kecil...sementara
penerima manfaat yang menjadi target
Dinas Sosial cukup besar.”

Berdasarkan informasi dari informan,
bahwa  ketersediaan  anggaran  untuk
mendukung implementasi kebijakan KLA
masih belum optimal, terutama dari sisi
alokasinya. Dikemukakan oleh informan dari
DP3A, bahwa terkait dengan ketersediaan
fasilitas (sarana dan prasarana), di Kabupaten
Karawang masih terbatas. Selaras dengan itu,
dikemukakan oleh DH dari Dinas Sosial
berikut:

“Kalau di kita (Dinas Sosial) kayaknya
belum ramah anak....di kita (Dinas
Sosial) ini belum ada ruangan yang
ramah anak.”

Berdasarkan informasi dari informan
pada penelitian ini, bahwa ketersediaan
fasilitas (sarana dan prasarana) untuk
mendukung implementasi kebijakan KLA
masih belum optimal, terutama dari sisi
ketersediaan.

Berikutnya, terkait dengan kewenangan
pelaksana kebijakan dalam  mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan KLA,
dikemukakan oleh DMN dari Dinas Sosial
berikut:

“lya.. di Dinas Sosial semuanya terlibat
dalam implementasi KLA, terutama
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bidang Rehabilitasi Sosial ini. Kami

semua terlibat”.

Berdasarkan informasi tersebut, bahwa
dalam implementasi kebijakan KLA bidang
kesejahteraan sosial yakni Dinas Sosial selaku
Gugus Tugas KLA memiliki kewenangan dan
terlibat dalam membuat keputusan dan
merancang kegiatan yang mengarah pada
implementasi kebijakan KLA.

3. Aspek Disposisi

SDM yang dilibatkan dalam
implementasi  KLA menurut Dinas Sosial
memiliki sikap, perilaku, integritas dan

tanggung jawab yang baik. Perilaku dan sikap
baik tersebut ditunjukkan dengan kehadiran,
keterlibatan, memberikan data. Hanya
implementasinya ini tergantung pada setiap
OPD.

Pada praktiknya, pelaksanaan tugas dan
fungsi SDM masih menghadapi beberapa
kendala, dan ini yang dapat berpengaruh pada
pencapai tujuan kebijakan secara optimal.
Kendala tersebut sebagaimana dikemukakan
olen inforamn dari DP3A, vyaitu tingkat
pemahaman masih kurang, adanya mutasi
pegawai menyebabkan staf yang hadir dalam
rapat koordinasi selalu berubah-ubah, ada pula
beberapa OPD yang egosentris dan tidak tepat
waktu dalam memberikan data.

Dikemukakan juga oleh DH dari Dinas
Sosial berikut:

“Kalau sikap sudah diterapkan dengan
baik, kedisplinan cukup sudah diterapkan
dengan mematuhi jam kehadiran dan
berseragam meskipun masih terdapat
beberapa yang kurang. Mengenai anak
mungkin disini juga sudah banyak yang
berkeluarga jadi sudah tau cara dalam
mengasuh anak. Setiap kita mentoring ke
LKSA, sikap disiplin pegawai dalam

menyampaikan informasi juga sudah
baik.”

Selaras dengan itu, Dinas Sosial
Kabupaten Karawang juga menempuh langkah
untuk peningkatan kinerja SDM. Sebagaimana
dikemukakan oleh DH berikut:

“Tentunya ada ya, kita kan juga diawal
sering diarahkan untuk bersikap yang
baik dan terus menjalin kerja sama yang
baik antar sesama terutama juga dalam
bertugas.”

Menyadari beban tugas dan fungsi dalam
mengimplementasikan kebijakan KLA di satu
sisi, dan di sisi lain masih dirasakan ada
kekurangan terkait dengan kualitas SDM, maka
OPD menempuh langkah peningkatan SDM.
Sebagaimana dikemukakan oleh KK dari
DP3A berikut:

“Ada, kita undang narasumber dari
pusat. Pembekalan Gugus Tugas ini
termasuk pembentukan komitmen dan
kesepakatan. Pembekalan ini juga untuk
memperkuat evaluasi dari kesepakatan
vang telah di bentuk.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sikap, perilaku, antusiasme, dan integritas
SDM terhadap tugas dan fungsinya ditandai
pada aspek disposisi. Namun, masih diperlukan
peningkatan pada aspek disposisi ini untuk
memastikan bahwa SDM membantu mencapai
target kebijakan KLA secara optimal.

4. Aspek Struktur Birokrasi

OPD yang masuk ke dalam anggota
Gugus Tugas dalam implementasi kebijakan
KLA, sudah memiliki struktur organisasi yang
khusus, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
reguler pada OPD terkait. Tenaga tekniks KLA
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meskipun memiliki disiplin ilmu yang berbeda-
beda, tetapi dapat bekerjasama.

Meskipun ada peraturan dan pedoman
kerja yang melandasi setiap SDM untuk
melakukan tugas dan fungsinya, masih ada
masalah di lapangan. seperti yang disampaikan
oleh DH dari Dinas Sosial:

“Sepertinya belum... karena di sini ada
vang lintas  ilmu  ..jadi dalam
pelaksanaan tugas menjadi tumpang
tindih. Ya kalau dalam strukturnya kami
memang sudah terbagi dalam berbagai
sub dan bidang. Namun, PNS di bidang
ini hanya 5 jadi dalam penanganan kasus
kami masih sering keteteran.”

Pada aspek struktur birokrasi pada tingkat
internal OPD, sudah ada pendelegasikan tugas
dan fungsi dengan jelas. Tetapi masih
ditemukan permasalahan, seperti masih adanya
tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, terkait dengan koordinasi
dan kolaborasi, temuan penelitian ini
menunjukkan, bahwa pemangku kepentingan
dalam implementasi kebijakan KLA telah
bekerja sama. Selaras dengan itu, dikemukakan
oleh D dari LKSA RH berikut:

“Iya betul.... terkait kepentingan dan
masalah anak tentunya kami dari pengurus
LKSA senanatiasa menjalin kerjasama
dengan Dinas Sosial dan dinas lain.”

Pernyataan yang sama disampaikan oleh
IP dari LKSA'Y berikut:

“Ya.. terkait masalah anak  kami
berkoordinasi dan kerja sama dengan
Dinas Sosial, tapi mengenai kebijakan
KLA ini belum ada pembahasannya”

Dinas  Sosial telah  membangun
koordinasi, kemitraan dan kolaborasi dengan
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LKSA. Tetapi kerja sama dan kemitraan
tersebut masih perlu ditingkatkan dalam upaya
mengoptimalkan target kebijakan KLA.

PEMBAHASAN
1. Aspek komunikasi

Komunikasi dalam implementasi
kebijakan KLA bidang kesejahteraan sosial
belum dilaksanakan dengan maksimal, baik
di internal organisasi maupun di eksternal
organisasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori
Edward Il (Yuanita et al, 2022) di mana
implementasi kebijakan dapat mencapai
tujuan dan sasaran secara efektif
menghendaki komunikasi pada aspek
transmisi, kejelasan dan kosistensi.

Komunikasi adalah faktor terpenting
dalam implementasi kebijakan (Syani et al.
2017). Sebuah kebijakan tidak akan
berjalan dengan baik dan merata tanpa
komunikasi yang baik dan adil. Setuju
dengan Natsir (2023) bahwa komunikasi
adalah peran penting dalam pelaksanaan
kebijakan. Tujuan kebijakan tidak akan
tercapai jika tidak ada komunikasi yang
baik antara pelaksana kebijakan.

Agustino  (2006) setuju bahwa
komunikasi  merupakan salah  satu
komponen penting yang mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi
sangat penting untuk mencapai tujuan
implementasi kebijakan publik dengan
sukses. Agar implementasi efektif terjadi,
pembuat keputusan harus tahu apa yang
akan mereka lakukan. Menurut Chirwa dan
Baikanyo  (2022), organisasi  harus
memprioritaskan komunikasi formal saat
menyampaikan informasi penting tentang

strategi  karena  komunikasi  formal
meningkatkan kredibilitas komunikasi,
yang ditunjukkan  oleh  kecepatan
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tanggapan. Dengan cara ini, strategi dapat
diterapkan dengan baik di perusahaan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh
Van-Vulpen (2020), bahwa perintah yang
kuat dari kata-kata / lisan dan tertulis sangat
penting karena  komunikasi  atau
penyebaran informasi yang tidak tepat atau
tidak memadai dapat menyebabkan
masalah serius bagi organisasi. Orang akan
berkomunikasi dengan pemangku
kepentingan dan harus dapat
berkomunikasi dengan semua tingkatan
sambil meninggalkan kesan yang positif.

. Aspek Sumber Daya

Kemampuan organisasi untuk
transformasi dikenal sebagai sumber daya
teknologi. Sumber daya secara ekonomi
didefinisikan sebagai pengeluaran atau
pengorbanan langsung yang dilakukan oleh
organisasi yang mencerminkan nilai atau
kegunaan yang dapat dihasilkannya
(Tachjan dalam Putra dan Khaidir, 2019).
Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas,
dan kewenangan adalah empat sumber daya
yang diperlukan untuk  menerapkan
kebijakan, menurut Edward Il (Yuanita et
al, 2022).

Pertama, terkait dengan sumber daya
manusia. Hasil penelitian menunjukkan,
bahwa sumber daya manusia yang
mendukung implementasi KLA bidang
kesejahteraan sosial, baik secara kuantitas
maupun kualitas belum sesuai dengan teori
yang dikembangkan Edward Il (Yuanita et

al, 2022).
Kedua, terkait dengan anggaran. Hasil
penelitian menunjukkan, bahwa

ketersediaan anggaran untuk mendukung
implementasi kebijakan KLA di Kabupaten
Karawang masih terbatas, terutama dari sisi
alokasinya. Hasil penelitian tersebut tidak

sesuai dengan teori yang dikembangkan
oleh Edward Il (Takaluhude et al, 2022)
bahwa implementasi kebijakan
menghendaki alokasi anggaran yang
memadai.

Ketiga, sarana dan prasarana. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sarana dan
prasarana yang tersedia untuk menerapkan
KLA di bidang kesejahteraan sosial masih
terbatas. Hasil penelitian ini bertentangan
dengan gagasan Edward Il (Hasibuan et al,
2016). Seharusnya fasilitas fisik adalah
bagian  penting dalam  mendukung
implementasi kebijakan. Meskipun
implementator memiliki tenaga kerja yang
mencukupi, implementasi kebijakan tidak
akan berhasil jika tidak ada fasilitas
pendukung.

Keempat, terkait dengan otoritas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas
Sosial, gugus tugas bidang kesejahteraan
sosial KLA, telah  melaksanakan
kewenangannya untuk memenuhi hak
anak. Ini termasuk membuat keputusan dan
merencanakan inisiatif. Hasil penelitian ini
sejalan  dengan teori Edward 1l
(Takaluhude et al, 2022) bahwa
kemampuan suatu lembaga untuk membuat
keputusan  sendiri  berdampak pada
pelaksanaan kebijakannya.

Tahir (2011), mendukung teori
Edward 111, berpendapat bahwa sumber
daya memainkan peran penting dalam
implementasi kebijakan. Meskipun
ketentuan atau aturan kebijakan jelas dan
konsisten, implementasi kebijakan tidak
akan efektif jika staf yang bertanggung
jawab untuk melaksanakannya kekurangan
sumber daya yang diperlukan untuk
menyelesaikan tugas mereka dengan baik.

3. Aspek Disposisi
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Pada konteks disposisi dan perilaku,
berarti  kemauan,  keinginan,  dan
kecenderungan pembuat kebijakan untuk
menerapkannya secara sungguh-sungguh
untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika para
implementor kebijakan ingin
melaksanakannya dengan baik, mereka
tidak hanya harus tahu apa yang harus
mereka lakukan, tetapi mereka juga harus
memiliki keinginan untuk melakukannya
(Edward dalam Mubarok, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
karyawan yang bekerja untuk menerapkan
kebijakan KLA bidang kesejahteraan sosial
telah dilatih untuk memiliki sikap dan
integritas yang baik serta mengikuti
instruksi  pimpinan. Namun, beberapa
karyawan memiliki sikap atau disposisi
pelaksana yang berbeda dengan instruksi
pimpinan, seperti menyelesaikan tugas
terlambat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan teori Edward Il (Tahir, 2011).
Seharusnya pelaksana memiliki sikap
disiplin, jujur, tanggung jawab dan
berjejaring dalam implementasi kebijakan.
Para pelaksana kebijakan harus memahami
apa Yyang harus dilakukan  untuk
menerapkan kebijakan, memiliki
kemampuan untuk melakukannya, dan juga
harus  memiliki keinginan untuk
melakukannya untuk mencapai tujuan
tersebut.

Menurut Metter dan Horn (Syarif et
al, 2014), sikap agen pelaksana kebijakan
terhadap penerimaan atau penolakan
kebijakan sangat memengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi
kebijakan publik. Menurut Tuna et al.
(Gopinath,  2020), kepuasan  Kerja,
keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi

adalah faktor utama yang memengaruhi
perilaku seseorang di tempat kerja. Oleh
karena itu, komitmen menentukan
eksistensi organisasi dan meningkatkan
produktivitas dan kinerja.

Yadav (2022) menyatakan bahwa
berdasarkan penelitian yang dia lakukan,
ditemukan bahwa  kepuasan kerja,
komitmen kerja, pelatihan, dan motivasi
berpengaruh  positif terhadap kinerja
karyawan. Namun, melihat hasil korelasi,
ditemukan bahwa motivasi, komitmen
kerja, dan sikap sangat berkorelasi dengan
kinerja, dan organisasi harus menciptakan
budaya kerja yang berkolaborasi dan
berorientasi untuk mencapai tingkat kinerja
yang lebih tinggi.

Menurut Fallah (2017), sikap yang
positif meningkatkan kerja sama tim,
kolaborasi, dan efisiensi komunikasi.
Karyawan yang memiliki sikap yang baik
lebih termotivasi dan inovatif untuk
menyelesaikan  tugas mereka, yang
mengurangi stres dan kelelahan mereka.
Jika  organisasi  memiliki  tingkat
produktivitas yang lebih tinggi, itu berarti
mereka dapat mencapai sasaran Kinerja
mereka.

. Struktur Birokrasi

Penelitian ini menemukan bahwa
struktur birokrasi yang digunakan untuk
menerapkan kebijakan KLA bidang
kesejahteraan sosial mengalami tumpah
tindih tugas karena kekurangan tenaga
kerja, yang berdampak pada kualitas
kinerja pegawai. KLA belum membentuk
bidang atau subbidang tertentu, menurut
sumber yang dihubungi oleh Dinas Sosial
Kabupaten Karawang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan teori Edward Il (Yunita et al, 2022)
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bahwa kejelasan sistem standar operasi
mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan. Gagasan ini mencakup kejelasan
sistem standar operasi, yang mencakup
mekanisme,  sistem, dan  prosedur
pelaksanaan kebijakan, serta pembagian
tanggung jawab dan tugas pokok, fungsi,
dan kewenangan.

Fahturrahman (2016) mendukung
teori Edward 11l bahwa, sebagai lembaga
yang bertanggung jawab untuk menerapkan
kebijakan publik, birokrasi harus memiliki
kemampuan untuk mengembangkan sistem
dan prosedur birokrasi secara legal, logis,
efisien, dan efektif. Ini berarti bahwa sistem
harus mengatur pembagian tugas, struktur
organisasi, hierarki, dan peraturan formal
dalam pelaksanaan kebijakan publik, serta
hubungan "impersonal” yang didasarkan
pada “sistem merital" dan bukan "spoil
system", dan efisiensi dalam melaksanakan
kegiatan kolektif.

Sebaliknya, menurut Rabie (Qahtani,
2012), manfaat manajemen birokrasi
termasuk membantu orang dan mengelola
situasi, memprediksi hasil tindakan, dan

mengurangi kemungkinan situasi yang
tidak menyenangkan terjadi. Dengan
demikian, pelaksana birokrasi dapat

menumbuhkan rasa ingin tahu, menghapus
hambatan transformasi, dan meningkatkan
kemampuan organisasi untuk menghadapi
dan beradaptasi dengan perubahan.
Maulidia (2017), sejalan dengan
pandangan di atas, berpendapat bahwa,
meskipun ada sumber yang cukup untuk
melaksanakan suatu kebijakan dan para
pelaksana (implementor) tahu bagaimana
melakukannya dan memiliki keinginan
untuk  melakukannya, implementasi

kebijakan dapat gagal karena struktur
birokrasi yang tidak efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut: Pertama, aspek
komunikasi  belum dilaksanakan secara
optimal. Komunikasi dilakukan masih dalam
lingkup terbatas di internal Dinas Sosial, dan
belum menjangkau LKSA dan para pemangku
kepentingan lainya. Kedua, aspek sumber daya
disiapkan secara optimal. Sumber daya
manusia, sarana dan prasana, serta anggaran
yang dialokasikan masih belum mendukung
kegiatan, baik secara kuantitas maupun
kualitasnya. Selain itu, Dinas Sosial memiliki
kewenangan dalam membuat keputusan dan
merancang kegiatan yang mengarah pada
implementasi kebijakan KLA.

Ketiga, aspek disposisi belum disiapkan
secara optimal. Disposisi yang meliputi sikap,
perilaku dan relasi antar SDM belum
mendukung kegiatan yang direncanakan.
Keempat, aspek struktur birokasi belum
disiapkan secara optimal. Struktur organisasi
sudah ada yang dilengkapi dengan uraian tugas
setiap SDM. Tetapi karena keterbatasan SDM,
seringkali terjadi perangkapan tugas yang
memberi kesan terjadi tumpang tindih antar
unit kerja.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran
yang diajukan sebagai berikut:

a. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan
KLA, pemerintah daerah Kabupaten
Karawang akan meningkatkan alokasi dana
APBD.

b. Untuk mendukung kebijakan KLA di
lingkungan internal dan eksternal, Dinas
Sosial meningkatkan komunikasi dan
sosialisasi, baik dengan sasaran, frekuensi,
maupun jangkauannya. Pengembangan
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sistem berbasis TI, secara daring, dan
secara luring adalah model sosialisasi
alternatif.

c. Dinas Sosial meningkatan pembinaan nilai-
nilai, sikap dan perilaku kepada SDM dan
LKSA baik secara luring maupun secara
daring.

d. Dinas Sosial menata kembali struktur
birokrasi, sehingga memberikan dasar dan
acuan kerja kepada implementor KLA
(SDM), dan menghindari tumpang tindih
tugas.

e. Dinas Sosial akan lebih banyak bekerja
sama dengan OPD lainnya (sebagai Gugus
Tugas KLA) dan dengan LKSA, Dunia
Usaha, Organisasi Sosial Kemasyarakatan,
dan pemangku kepentingan lain yang
relevan terkait dengan pengembangan
sumber daya dan kegiatan teknis dalam
pelaksanaan KLA.

f. Perlu dilakukan penelitian  tentang
implementasi kebijakan KLA di Kabupaten
Karawang dengan melibatkan seluruh
Gugus Tugas KLA.

g. Perlu dilakukan penelitian  tentang
implementasi  kebijakan KLA dengan
bidang lainnya, seperti kesehatan dan

pendidikan di Kabupaten Karawang.
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